PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

bahwa dalam rangka penertiban usaha angkutan umum dalam
Kabupaten Qgan Komering Ulu Timur dan dalam rangka
pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dalam upaya
melindungi kepentingan umum, maka terhadap  penyediaan
pelayanan angkutan umum perlu diatur perizinannya,

. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

. Undang-Undang Rl Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480),

. Undang-Undang Rl Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 4389); '



Menetapkan

10.

11

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Paerah (Lembaran Naegars Republik Indshasle Takun BOD4 NemoF
125, Tambahan L.embaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Rl Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2
Serie D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR TENTANG RETRIBUSI 1ZIN USAHA ANGKUTAN UMUM



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan :

10.

11.

12.

13.

. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Kendaraan Waijib Uji adailah setiap kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan yang khusus yang
dioperasikan di jalan.

Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dan yang
termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada
kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor
untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau
untuk mengangkut barang-barang khusus.

. Kereta Gandengan yang selanjutnya dapat disingkat KG adalah

suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang
seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang
untuk ditarik oleh kendaraan bermotor .

Kereta Tempelan yang selanjutnya dapat disingkat KT adalah
Suatu alat yang dipergunakan mengangkut barang yang dirancang
untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan
bermotor penariknya.

Jumlah Berat Beban yang diperbolehkan yang selanjutnya dapat
disingkat JBB adalah berat maximum kendaraan bermotor berikut
muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan
yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah
terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada
waktu dioperasikan di jalan.

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan;

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lain , Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
Perseroan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha
tetap serta Badan Usaha Lainnya .



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Waijib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
malakukan pembayaran retribusi  termasuk  pemungut  atau
pemotong retribugt tertentu .

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
jasa izin usaha angkutan orang dan barang dengan
menggunakan kendaraan bermotor.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selaniutnya dapat
disingkat SPdJORD adalah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan waijib retribusi
sebagai dasar perhitungan dan pembayaran refribusi yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di
singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumiah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan retribusi yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang -undangan retribusi.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalab serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB It
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUS!
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha angkutan
- umum dengan menggunakan kendaraan bermotor.



Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan lzin Usaha Angkutan }Umum yang

et
a. Mobil Penumpang Umum;

b.  Mobil Bus;
¢.  Mobil Barang;
d.

Kereta Gandengan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
pelayanan izin usaha angkutan umum dengan mengunakan
kendaraan bermotor.

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi izin usaha angkutan umum dengan menggunakan
kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu .

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin usaha angkutan umum didasarkan atas
frekuensi izin usaha angkutan umum dengan menggunakan
kendaraan bermotor.

: BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan izin
usaha angkutan umum dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.

(2).Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen
biaya jasa izin usaha angkutan umum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur Tarif dibedakan berdasarkan Jenis dan Jumlah Volume
Silinder kendaraan bermotor (CC).

(2) Struktur dan besarnya Tarif diambil berdasarkan isi Silinder
Kendaraan Bermotor yaitu diambil Rp.20 per 1 CC Untuk izin Baru
dan Rp.10 per 1 CC untuk daftar ulang.



BAB Vi
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kabupaten tempat izin
usaha angkutan umum dilaksanakan.

BAB VIl
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Masa retribusi adalah selama perusahaan masih menjalankan
usahanya

Pasal 11

Masa Retribusi sebagaimana pasal 10 wajib daftar ulang setiap 12
(dua belas) bulan sekali

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

(1) Waijib Retribusi harus mengisi SPAORD.

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Waijib Retribusi
atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat

(1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru
dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB X!
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal I5
{1) Pamungutan retribusl tidak daput diborongken.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB Xil
SANKS! ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda
sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB Xiil
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Xiv
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal I8

(1) Pengeluaran surat teguran / surat peringatan / surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /
peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana yang tersebut pada ayat (1)
dikeluarkan oieh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.

{(2) Keberatan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai atau
segel dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.



(3) Datam hal waijib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi waijib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi.

{4 Mebarminn FEiie diRjuiei duisr JERgke wlidl peiing leme 8 (dua)

. bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat
keberatan sehingga tidak dipeartimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan retribusi.

: BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

N (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, Kkeringanan dan
‘ pembebasan retribusi.

(2) Pemberian  pengurangan, keringanan dan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembesaran retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Xvil
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 21
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah
melalui jangka wakiu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran atau;

b. ada pengakuan hutang retribusi dan wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XViii

KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumiah retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XIX

PENYIDIKAN
Pawal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara
Pidana yang bertaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas; '

menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang dan
retribusi;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

menyurth  berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum
yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.



BRETENTUAN FPERALIHAN
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, 1zin usaha angkutan umum
yang diterbitkan sebelumnya yang diperoleh secara sah tetap berlaku
sampai habis masa berlakunya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai Pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati

Pasal 26
Peraturan Daerah ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 15 DESEMEER 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 16 0esemBER 2005

SEKRETARIS DAERAH

&

TUGIYO PRANGTO

LEMBARAN BAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR

—

2005 NOMOR 2y SERI C



